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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI II 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  • Pemerintah Daerah 

• KPU 

• Bawaslu 

a. Pelaksanaan undang-undang; 

b. Pelaksanaan keuangan negara; 

dan/atau 

c. Kebijakan pemerintah. 

 

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR 

RI terkait persiapan dan kesiapan pemilu 

serentak 2024 ke Kabupaten Batu Bara 

Provinsi Sumatera Utara, Provinsi 

Sumatera Barat, dan Kabupaten Cianjur 

Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 30 

Januari – 1 Februari 2024. 

 

  

2.  • KPU 

• Bawaslu 

• DKPP 

• Kementerian Dalam Negeri 

a. Pelaksanaan undang-undang; 

b. Pelaksanaan keuangan negara; 

dan/atau 

c. Kebijakan pemerintah. 

Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

 

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR 

RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, 

Ketua DKPP, dan Plh. Dirjen Politik dan 

Pemerintahan Kementerian Dalam 

Negeri RI, dengan agenda pembahasan 

2 (dua) Rancangan Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum, hari Senin, 

5 Februari 2024. 

dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui: 

1. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Perbawaslu) tentang Pengawasan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 

dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. 

2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Perbawaslu) tentang Pengawasan 

Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan 

Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih 

Dalam Pemilihan Umum. 

Dengan catatan agar Bawaslu RI memperhatikan saran 

dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, 

Kementrian Dalam Negeri, KPU RI dan DKPP RI. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VI 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Rapat Pimpinan pada tanggal 16 Januari 
2024.  
 

Pembahasan dan Penyusunan dan Program Kerja Masa 
Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 dan lain-lain. 
 

  

2.  Rapat Intern pada tanggal 17 Januari 2024. 
 

Pembahasan dan Penetapan Program Kerja Masa Sidang 
III Tahun Sidang 2023-2024 dan lain-lain. 
 

 

3. Aliansi Masyarakat 
Bogor Selatan 

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI 
DPR RI pada tanggal 1 Februari 2024. 

Dalam Rangka Menerima audiensi dari masyarakat adat 
yang terhimpun dalam Karukunan Wargi Puncak Bersama 
Aliansi Masyarakat Bogor Selatan. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IX 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Advokasi Pelaut Migran 
Indonesia 

Audiensi Komisi IX DPR RI 
TIM pada Senin, 5 Februari 
2024. 

1. Masukan yang disampaikan oleh Tim Advokasi Pelaut Migran 

Indonesia akan menjadi bahan dalam rapat Komisi IX DPR RI 

dengan mitra kerja. 

2. Masukan yang disampaikan juga akan disampaikan ke 

Komisi III DPR RI selaku kuasa hukum DPR RI. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI X 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 
 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. 
 
 

Kabupaten Pekalongan Kunjungan Kerja Spesifik 

Bidang Ekonomi Kreatif Komisi 

X DPR RI tanggal 29 - 31 

Januari 2024. 

 

Berdasarkan data dan hasil kujungan kerja spesifik ke 

Kabupaten Pekalongan, Komisi X DPR RI 

merekomendasikan sebagai berikut. 

1. Memperkuat pengadaan/pelaksanaan kurikulum 
pendidikan ekonomi kreatif, baik di tingkat nasional 
maupun lokal, guna mendukung pengembangan industri 
kreatif di kalangan anak muda/milenial. 

2. Mengevaluasi dan mendapatkan solusi atas kendala 
pengembangan SDM ekonomi kreatif yang terjadi di 
perguruan tinggi, diantaranya: kurangnya keahlian 
pengajar, kesenjangan antara kurikulum dan tuntutan 
industri, minimnya keterlibatan industri, maupun 
kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap potensi 
ekonomi kreatif. 

3. Mendorong Pemerintah Kabupataen Pekalongan untuk 
memperkuat perlindungan bagi pelaku UMKM ekonomi 
kreatif, mendorong peran perbankan dalam mendukung 
ekonomi kreatif, dan membuat peta jalan bagi 
Kabupaten Pekalongan sebagai kota kreatif. 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

2.  Kabupaten Boyolali Kunjungan Kerja Spesifik 

Bidang Ekonomi Kreatif Komisi 

X DPR RI tanggal 29 - 31 

Januari 2024. 

 

Berdasarkan data dan hasil kujungan kerja spesifik ke 

Kabupaten Boyolali, Komisi X DPR RI merekomendasikan 

sebagai berikut. 

1. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah Daerah 

Kabupaten Boyolali untuk membuat peraturan daerah 

tentang pengembangan ekonomi kreatif agar tercipta 

ekosistem ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boyolali. 

2. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah Kabupaten 

Boyolali agar memiliki struktur organisasi perangkat 

daerah (OPD) nomenklatur ekonomi kreatif. 

3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI untuk 

bersinergi dengan Kemendikbudistek RI untuk 

mengembangkan ekonomi kreatif melalui pengkajian dan 

penelitian di perguruan tinggi. 

4. Komisi X DPR RI mendorong pengembangan pariwisata 

dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan tingkat 

perekonomian terutama untuk menurunkan angka 

kemiskinan di Kabupaten Boyolali. 

5. Komisi X DPR RI mendorong penyediaan dana KUR dari 

pemerintah tidak hanya ke bank umum namun juga 

kepada bank perkreditan rakyat, mendorong adanya 

desain pengembangan ekonomi kreatif yang 

menyesuaikan dengan klasifikasi pelaku-pelaku usaha 

dan peningkatan inovasi teknologi tepat guna melalui 

program pemerintah yang berbasis pemberdayaan 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

masyarakat khusus dan fasilitas pembiayaan dalam 

bentuk Kurda (kredit usaha rakyat daerah) untuk pelaku 

UMKM. 

3.  Rapat Intern Komisi X DPR RI 

tanggal 6 Februari 2024. 

Persiapan kunker reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 

2023—2024. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI XI 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

No  KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang Kunjungan kerja fungsi 
pengawasan pada 29-31 
Januari 2024. 

Fungsi Pengawasan ke UMKM binaan Bank Indonesia 
di Kabupaten Tangerang. 

 

2. Provinsi Banten, Kota Tangerang Fungsi Pengawasan ke UMKM (akses 
kredit/pembiayaan Bank-Bank Himbara) di Kota 
Tangerang. 

 

3. Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan Fungsi Pengawasan ke Bank peserta penjaminan LPS 
di Kota Tangerang Selatan. 

 

4. Rapat Internal Komisi XI DPR RI Rapat dilaksanakan tanggal 
1 Februari 2024. 

Arahan Komisi XI DPR RI kepada Badan Supervisi 
Bank Indonesia. 

Tertutup. 

5. 1. Rapat Konsultasi BPK RI dengan 

Komisi XI DPR RI; 

2. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan 

Menteri Keuangan dan Menteri 

PPN/Kepala Bappenas. 

Rapat dilaksanakan tanggal 
5 Februari 2024. 

Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR RI terkait 
Mekanisme Penganggaran BPK RI Tahun Anggaran 
2025 dan Tahun Anggaran berikutnya. 

Tertutup. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

BADAN LEGISLASI 
 

No  JUDUL RUU/PIHAK KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Menteri Dalam Negeri Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, 
Senin, 5 Februari 2024 pukul 13.00 WIB 
dengan agenda acara pembahasan 
Rancangan Jadwal dan Mekanisme 
Pembahasan RUU tentang Perubahan 
Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa. 

1. Rapat Kerja mengundang 5 (lima) Kementerian yang 
disebutkan dalam Surpres RUU tersebut, yaitu 
Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa, PDT dan 
Transmigrasi; Menteri Keuangan; MenPAN RB; dan 
Menteri Hukum dan HAM; 

2. Rapat Kerja menyetujui rancangan jadwal dan 
mekanisme pembahasan RUU serta pembentukan 
Panja. 

 

2. RUU tentang Perubahan 
Kedua Atas UU Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa 

Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI, 
Senin, 5 Februari 2024 pukul 15.00 WIB 
dengan agenda acara pembahasan Daftar 
Inventarisasi Masalah (DIM) RUU. 

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan 
RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa menyepakati/menyetujui:  
1. DIM RUU berjumlah 246 DIM dan dibuat kluster untuk 

selanjutnya pembahasan dilakukan secara kluster.  
2. Pengambilan Keputusan atas hasil pembahasan 

RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa Dijadwalkan pada Senin, 
5 Februari 2024 pukul 21.00 WIB. 

 

 

3. Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim 
Sinkronisasi (Timsin) Badan Legislasi 
DPR RI, Senin 5 Februari 2024 pukul 
19.30 WIB dalam rangka pembahasan 
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU 

1. Panja pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah 
(DIM) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan 
pembentukan Timus dan Timsin untuk membahas 
DIM RUU yang memerlukan penyempurnaan 
nomenklatur pada pasal-pasal terkait. 

2. Rapat Timus dan Timsin bersifat tertutup. 
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No  JUDUL RUU/PIHAK KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

4. Menteri Dalam Negeri Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim 
Sinkronisasi (Timsin) Badan Legislasi 
DPR RI, Senin 5 Februari 2024 pukul 
19.30 WIB dalam rangka pembahasan 
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU 

Rapat Kerja memutuskan menyetujui:  
1. Menerima Laporan Ketua Panja pembahasan RUU 

tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa; 

2. Berdasarkan pandangan mini 9 (sembilan) Fraksi (F-
PDI Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-PNasDem, F-
PKB, F-P Demokrat, FPKS, F-PAN, dan F-PPP) yang 
telah disampaikan menyatakan menyetujui hasil 
pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk 
ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN 

 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. KSB - BKSAP BKSAP DAY “Diplomasi 
Parlemen: Menjembatani 
Kepentingan Nasional dan 
Memperkuat Peran Indonesia di 
Ranah Global”, Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
tanggal 30 Januari 2024. 

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dr. Sukamta (F-PKS) memimpin 
Delegasi BKSAP DPR RI dalam kegiatan BKSAP Day di kampus 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Selasa (30/2) dengan 
tema "Diplomasi Parlemen: Menjembatani Kepentingan Nasional dan 
Memperkuat Peran Indonesia di Ranah Global".  
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Wakil Ketua BKSAP Putu 
Supadma Rudana (F-PD) dan Anggota BKSAP Dr. Syahrul Aidi 
Maazat (F-PKS). 
Di hadapan civitas akademika termasuk mahasiswa/i UMY, Dr. 
Sukamta menyampaikan peran strategis diplomasi parlemen dan 
diplomasi soft-power di tengah-tengah goncangan global.  
Menurutnya, dunia sedang dilanda berbagai persoalan besar mulai 
dari ancaman krisis ikllim, ketidakpastian ekonomi global, konflik 
Rusia-Ukraina, hingga tensi di Timur Tengah seiring dengan 
memburuknya kondisi di Gaza akibat serangan Israel. Pada saat yang 
sama, Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan dan di tingkat 
global. Karena itu, Indonesia perlu memaksimalkan perannya di 
berbagai forum. 
Wakil Ketua BKSAP DPR RI tersebut juga mendorong agar semua 
pihak menjalankan diplomasi total dimana diplomasi tidak hanya 
dilakukan oleh eksekutif tapi juga oleh legislatif. Selain itu, Dr. 
Sukamta juga mendorong dan mendukung penuh segenap civitas 
akademika di perguruan tinggi juga turut serta memperkuat soft-power 
demi memperjungkan kepentingan nasional di level regional dan 
global. 
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NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

2. KSOI - BKSAP Virtual Meeting 79th Meeting of 
the Committee on Middle East 
Question tanggal 5 Februari 
2024. 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. 
Sukamta berpartisipasi pada pertemuan 79th Meeting of the 
Committee on Middle East Questions yang diselenggarakan secara 
virtual oleh Inter-Parliamentary Union (IPU), Senin 5 Februari 2024. 
Adapun dalam pertemuan ini dibahas situasi terkini terkait keadaan di 
kawasan Palestina dan Israel, Misi Presiden IPU di kawasan tersebut, 
permohonan bantuan oleh Parlemen Nasional Palestina atau 
Palestinian National Council (PNC), dan Penjelasan dari United 
Nations Relief and Works for Agency for Palestine Refugees in the 
Near East (UNRWA) terkait perkembangan terkini di Jalur Gaza. 
Dalam webinar tersebut, Sukamta dengan tegas menyatakan bahwa 
Gencatan senjata secara berkelanjutan merupakan kunci untuk 
melindungi masyarakat baik itu di Palestina, Israel dan kawasan 
Timur Tengah. 

 

3. FKLNA & Alih 
Bahasa - BKSAP 

BKSAP DAY “Penguatan 
Diplomasi Parlemen melalui 
Seni dan Budaya Daerah” ke 
Cibinong, Kab. Bogor tanggal 6 
Februari 2024. 

Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) memimpin 
Delegasi BKSAP DPR RI dalam kegiatan BKSAP Day di Cibinong, 
Kab. Bogor pada Selasa (6/2) dengan tema "Penguatan Diplomasi 
Parlemen melalui Seni dan Budaya Daerah". 
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Anggota BKSAP, Putri 
Komarudin (F-PG), Hasani Bin Zuber (F-PD) dan Dr. Syahrul Aidi 
Maazat (F-PKS). 
Ketua BKSAP DPR RI mendorong agar semua pihak menjalankan 
diplomasi total dimana diplomasi tidak hanya dilakukan oleh eksekutif 
tapi juga oleh legislatif. Selain itu, Dr. Fadli Zon juga mendorong 
promosi seni dan budaya daerah melalui diplomasi parlemen. 

 

4. KSB - BKSAP Ketua GKSB DPR RI – 
Parlemen Prancis menghadiri 
pertemuan Indonesia – France 
Club tanggal 6 Februari 2024. 

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Perancis Dr. Hetifah Sjaifudian 
menghadiri pertemuan Indonesia - France Club (6/2/2024).  
Pembentukan Indonesia – France Club digagas oleh kedua pimpinan 
negara di sela-sela KTT G20 di Bali. IFC dimaksudkan untuk memberi 
masukan terkait perkembangan hubungan bilateral Indonesia-Prancis, 
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NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

mengidentifikasi pencapaian dan kekurangan utamanya, dan 
memberikan rekomendasi kepada Pemerintah masing-masing, 
dengan mempertimbangkan prioritas kerja sama di bidang 
perdagangan, investasi, industri, ekonomi kreatif, energi dan sumber 
daya mineral, lingkungan hidup, pendidikan, penelitian, kebudayaan, 
kesenian, serta kerja sama internasional. 
Hadir dalam pertemuan tsb antara lain Dirjen Umar Hadi dari 
Kemenlu, Ilham Habibie, Triawan Munaf dan perwakilan dari berbagai 
civil society. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN 

 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Paket Meeting Mahkamah Kehormatan 
Dewan pada 30 Januari – 1 Februari 2024. 

Tema:  
1. Etika legislator dalam sistem legislasi nasional. 
2. Dugaan Pelanggaran Etik Terkait Usulan Hak Angket 

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang 
batasan usia capres cawapres. 

 

 
 

***** 


